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Nama Ulinnuha Maulidah. NPM 2116500058. STRATEGI KEPALA DESA 
DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA PEGIRIKAN TAHUN 2020. Skripsi. Ilmu 
pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Dosen Pembimbing I: Sri Sutjiatmi, 
M.Si dan Dosen Pembimbing II: Arif Zainudin, S.IP, MA 
Berkaitan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Kepala desa pada 
dasarnya berperan sebagai penanggung jawab dan pelaksana pemungutan pajak 
d 
i wilayahnya. Oleh karena itu Kepala Desa membuat strategi agar dapat mencapai 
target pajak bumi dan Bangunan yang telah ditentukan, salah satunya di Desa 
Pegirikan  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif 
Kualitatif, dengan  menggunakan dua sumber data terdiri dari data primer dan 
sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara secara 
langsung dengan Kepala desa, perangkat desa dan masyarakat Desa Pegirikan. 
Sedangkan data sekunder didapat dari dokumen dan profil Desa Pegirikan.  
Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan Kepala Desa Pegirikan 
sudah melakukan beberapa strategi untuk mencapai target pajak bumi dan 
bangunan. Dari beberapa strategi tersebut pencapaian PBB meningkat selama 2 
(dua) tahun terakhir sejak diterapkannya strategi, yaitu meningkat hingga 80% 
pada tahun 2020 dari yang sebelumnya 63,3% pada tahun 2018 sebelum 
diterapkannya strategi. 

















Name Ulinnuha Maulidah. NPM 2116500058. VILLAGE HEAD'S STRATEGY IN 
ACHIEVING THE TARGET OF RECEIVING THE PAYMENT OF LAND AND 
BUILDING TAX IN PEGIRIKAN VILLAGE IN 2020. Thesis. Pancasakti University 
Tegal government science. Supervisor I: Sri Sutjiatmi, M.Si and Supervisor II: Arif 
Zainudin, S.IP, MA 
Concerning land and building tax receipts, the village head acts as the person in 
charge and executor of tax collection in his area. Therefore, the Village Head made 
a strategy to achieve the predetermined land and building tax target, one of which 
was in Pegirikan Village 
The research method used in this research is descriptive qualitative, using two data 
sources consisting of primary and secondary data. Primary data collection was 
carried out using direct interviews with the village head, village officials, and the 
people of Pegirikan Village. Meanwhile, secondary data was obtained from 
documents and profiles of Pegirikan Village. 
Based on the results of the study, it can be concluded that the Pegirikan Village 
Head has carried out several strategies to achieve the land and building tax target. 
From these several strategies, the achievement of PBB has increased over the last 
2 (two) years since the implementation of the strategy, which increased to 80% in 
2020 from the previous 63.3% in 2018 before the implementation of the strategy. 














“Just believe yourself, you can do everything you want and be 
positive” 
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VI.1 Latar Belakang Masalah 
 Desa menjadi cikal bakal negara Indonesia, sudah sedari dulu Desa sudah 
mempunyai sistem pemerintahannya sendiri dengan norma-norma sosialnya. Desa 
mempunyai hak otonomi asli yang bersumber dari hukum adat, Desa dapat 
memutuskan struktural pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta 
memiliki kekayaan dan aset. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, Desa sebagai daerah otonomi diberikan hak istimewa 
yang diantaranya: terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana Desa, pemilihan 
kepala Desa  serta proses pembangunan Desa. 
Otonomi yang dimiliki Desa berbeda dengan yang dimiliki  oleh  daerah 
provinsi  maupun kabupaten/kota. Otonomi Desa adalah otonomi yang dilandaskan 
asal-usul dan adat istiadat desa, bukan bersumber dari penyerahan wewenang 
pemerintah. Sebagai unit wilayah lokal yang sah  dan memiliki struktural orisinal 
berlandaskan kedaulatan ekslusif, Desa bisa menjalankan kegiatan hukum baik 
hukum pidana dan hukum perdata, mempunyai harta, aset dan dapat dituntut 
maupun menuntut di hadapan majelis hukum. 
Dengan adanya otonomi Desa diharapkan Desa akan menjadi mandiri dalam 
melaksanakan pengelolaan keuangan Desa. Sehingga pembangunan berjalan lebih 





Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebut 
bahwa Desa adalah Desa dan Desa..adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem  pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Pemerintahan Desa ialah kegiatan pengelolaan pemerintahan yang 
dijalankan oleh lembaga paling rendah dibawah kecamatan dan mempunyai hak 
menyelenggarakan rumah tangganya secara mandiri, dapat mengelola dan 
mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat 
masyarakat Desa itu sendiri. 
Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Kades), yang 
mempunyai wewenang yaitu:, urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan 
asal usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 
yang diserahkan pengaturannya pada kepala Desa, tugas pembantuan dari 
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, urusan pemerintah lainnya 
yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa, yang dibantu 
perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 
Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 ada 
beberapa otoritas Desa meliputi otoritas dalam bidang penyelenggaraan 





pemberdayan masyarakat Desa berlandaskan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan adat istiadat Desa. 
Kewenangan Desa meliputi : melaksanakan kegiatan pemerintahan sesuai 
dengan kedaulatan silsilah Desa, melaksanakan kegiatan pemerintahan yang 
menjadi tugas kabupaten/kota yang dilimpahkan pengelolaannya pada Desa, yaitu 
kegiatan pemerintahan secara langsung guna memperbaiki pelayanan masyarakat, 
dan melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota dan melaksanakan kegiatan pemerintah lainnya yang 
diserahkan kepada Desa.  
Keuangan Desa adalah kedaulatan yang dimiliki oleh desa yang diukur 
mengunakan uang dan lainnya seperti harta dan aset yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban dimaksud yaitu yang 
menimbulkan penerimaan, belanja, pembayaran, dan manajemen Keuangan Desa.   
Pembiayaan pembangunan Desa berasal dari usaha masyarakat desa tersbut, 
dan bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil pajak daerah dan 
retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan dari provinsi / kabupaten / kota, dan hibah 
/ sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman. Pendapatan Asli Desa (PADes) 
meliputi: hasil usaha Desa, kekayaan Desa, swadaya dan partisipasi serta gotong 
royong dan lain – lain pendapatan Desa yang sah. Sementara yang dimaksud 
bantuan dari pemerintah kabupaten meliputi bagian dari perolehan pajak dan 





Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan daerah yang tergolong 
dalam pajak daerah dan retribusi daerah berkaitan dengan pendapatan Desa, Pajak 
Bumi dan Bangunan adalah salah satu kekayaan Desa yang didapat dari sektor bagi 
hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. 
Terkait pada penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kepala 
Desa berperan sebagai penanggung jawab dan pelaksana pemungutan pajak bumi 
dan bangunan di wilayahnya yang dibantu oleh perangkat Desa atau petugas 
pemungut pajak, yang selanjutnya di laporkan pada camat, selanjutnya camat 
melaporkan pada Kepala BP2D atas nama Bupati.  
Desa Pegirikan merupakan suatu Desa yang terletak di Kabupaten Tegal, 
yang tepatnya di wilayah Kecamatan Talang. Luas wilayah  Desa Pegirikan yaitu 
83 Ha. Dengan pemanfaatan lahan sebagai berikut: pemukiman/bangunan 30 Ha, 
sawah 36 Ha, ladang 3,025 Ha, dan lainnya 13,815 Ha. Pencapaian Pajak Bumi dan 
Bangunan Desa Pegirikan dari tahun ke tahun belum bisa mencapai target yang 
ditetapkan. Berikut pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan Desa Pegirikan : 
Tabel I. 1 Penerimaan PBB di Desa Pegirikan Tahun 2017 – 2020 
No TAHUN PAGU REALISASI  PERSEN 
1 2017 76,559,865 32,576,489 42.6 
2 2018 80,045,882 55,487,963 69.3 
3 2019 89,350,905 63,785,421 71.3 
4 2020 119,582,470 95,665,976 80 





Penduduk Desa Pegirikan berjumlah 7.387 jiwa, yang sebagian  besar 
penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh harian lepas sebanyak 704 jiwa 
di tempat pertama  dan 420 jiwa sebagai pedagang. Dengan keadaan yang demikian,  
mayoritas  penduduknya sebagai buruh harian lepas dengan upah yang sedikit tentu 
saja menjadi salah satu masalah dalam pencapaian penerimaan pajak. Selain dengan 
sedikitnya pendapatan penduduk, tidak tercapainya target PBB juga dikarenakan 
adanya sikap acuh tak acuh dalam pembayaran pajak, serta dengan sibuknya 
masyarakat karena pekerjaan menjadikan masyarakat sebagai wajib pajak malas 
untuk menyetorkan Pajak Bumi dan Bangunan. 
Berdasarkan dari data di atas dan wawancara dengan perangkat Desa Desa 
Pegirikan, penerimaan pajak Desa pegirikan kecamatan talang dari tahun 2017 – 
2020 belum mencapai target yang ditetapkan, meskipun dari tahun ke tahun terjadi 
adanya peningkatan. Sesuai dengan program pemerintah dalam surat edaran 
direktur jenderal pajak 
nomor se-06/pj.9/2001 tentang pelaksanan eksentsifikasi wajib pajak dan 
intensifikasi pajak. 
Dalam rangka mengoptimalan penerimaan pajak daerah, yaitu dengan 
adanya program intensifikasi pajak dan eksentsifikasi wajib pajak. dalam penelitian 
ini Desa Pegirikan menggunakan program intensifikasi pajak. Intensifikasi pajak 
adalah adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap obyek 






Untuk itu perlu adanya peran dari kepala Desa sebagai penanggung jawab 
untuk dapat lebih memaksimalkan pencapaian target pajak. Dari permasalahan 
diatas, maka saya mengambil judul “STRATEGI KEPALA DESA DALAM 
PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PEMBAYARAN PBB DI DESA 
PEGIRIKAN”.  
VI.2 Perumusan Masalah  
Pencapaian target penerimaan PBB menjadi salah satu target yang ingin 
diraih Pemerintah Desa. Sebagai kepala pemerintahan di Desa Kepala Desa 
bertanggung jawab dalam upaya pencapaian target PBB, oleh karena itu perlu 
adanya strategi kepala Desa untuk mempengaruhi masyarakat agar mau membayar 
PBB. Namun dalam faktanya terdapat beberapa hambatan yang dapat 
mempengaruhi pencapaian target penerimaan PBB. Pada tahun 2019 Desa 
Pegirikan belum mampu mencapai target penerimaan PBB. Berdasarkan latar 
belakang maka.rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :  
a. Bagaimana strategi yang digunakan bagi Kepala Desa Pegirikan dalam 
peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan ? 
b. Apa saja kendala atau hambatan yang di hadapi Kepala Desa dalam 
proses peningkatan Pajak Bumi dan Banguanan ? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk menggambarkan bagaimana strategi kepala Desa dalam 





b. Untuk menggambarkan kendala yang di hadapi Kepala Desa 
dalam proses peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan. 
2. Manfaat Penelitian 
A. Manfaat Praktis  
1) Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 
masukan dalam meningkatkan pencapaian target penerimaan PBB di 
Desa Pegirikan. 
2) Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini sebagai tempat penerapan ilmu 
dalam pembuatan karya ilmiah 
3) Bagi Masyarakat Desa Pegirikan khususnya buruh dan pedagang, hasil 
penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada wajib pajak bahwa 
pembayaran PBB adalah suatu kewajiban.  
B. Manfaat Teoritis 
1) Pengembangan ilmu di bidang ilmu pemerintahan pada umumnya dan 






      
 II.1 Penelitian Terdahulu 
  Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan peningkatan 
penerimaan pembayaran PBB di.Desa, menggunakan konsep serta dimensi berbeda 
sebagai referensi dalam penelitian ini. Penelitian pertama terkait dengan 
peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa, dilakukan oleh Bayu 
Saputra IB dalam skripsinya Strategi Perangkat Desa Dalam Memaksimalkan 
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bujung Dewa dan Desa Pagar Dawa 
kabupaten Tulang bawang. Dalam skripsi ini berisi tentang strategi-strategi yang 
digunakan perangkat Desa dalam memaksimalkan penerimaan PBB sudah berhasil 
dengan beberapa cara yaitu, dengan menetapkan target, memperpendek jarak wajib 
pajak dan dengan cara petugas pajak mendatangi masing-masing rumah wajib pajak 
(door to door), dan adanya koordinasi/kerja sama antar pemerintah Desa Bujung 
Dewa dan Desa Pagar Dewa. 
  Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kartika Samin dengan judul 
Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan kesadaran Masyarakat 
dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tolotonyon Kecamatan 
Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow, yang berisi tentang peran 
kepemimpinan kepala Desa dalam peningkatan PBB dengan dilakukan beberapa 
upaya seperti penyuluhan pada masyarakat, penataan administrasi dan pendataan 














Bumi Dan Bangunan 
(Studi Desa Bujung 
Dewa dan Desa Pagar 
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Penelitian st penelitian ini berisi tentang 
strategi perangkat Desa dalam 
memaksimalkan penerimaan 
dengan pajak bumi bangunan 
di Desa Bujung Dewa dan Desa 
Pagar Dewa Kecamatan Pagar 
Dewa Kabupaten Tulang 
Bawang Barat  sudah 
maksimal. Teori yang 
digunakan yaitu teori 
intensifikasi pajak menurut 
Saleh dalam Hariwijaya 
(2017:45) upaya intensifikasi 
dalam hal perpajakan daerah 
dapat dilakukan sebagai 
berikut: a. Menetapkan 
target,memperpendek jarak 
antara wajib pajak dengan 
petugas pajak, meningkatkan 





dan petugas pajak melalui 
sumber daya manusia dan 
sarana prasarana, dan 









Pajak Bumi dan 










Penelitian ini berisi 
bagaimana peran 
kepemimpinan kepala Desa 
dapat meningkatkan 
kesadaran masyarakat dalam 
membayar pajak bumi dan 
bangunan, yaitu dengan 
adanya penyuluhan dan 
pendataan administrasi. Teori 
yang digunakan yaitu teori 
kepemimpinan Thoha,1995 
dalam Fachrizal (2013:169) 
“Kepemimpinan adalah 
kegiatan untuk mempengaruhi 






manusia baik perorangan 
maupun kelompok”. 
 
 Perbedaan dengan penelitian terdahulu terdapat pada segi obyek penelitian dan  
letak geografis daerah penelitian. Dalam hal ini yang menjadi pokok penelitian 
yaitu bagaimana strategi kepala Desa dalam pencapaian target penerimaan 
pembayaran PBB  di Desa Pegirikan. Penelitian ini akan menggunakan Method 
Penelitian Kualitatif, di mana peneliti akan menggambarkan strategi kepala Desa 





II.2 Kerangka Teori. 
1. Pengertian Strategi 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi adalah 
ketrampilan dan kecakapan memakai seluruh sumber daya bangsa dalam 
menjalankan keputusan tertentu dalam perang dan damai. 
Kata “Strategi” berasal dari bahasa Yunani, menjadi spesifik 
“Strategos”(stratos = militer dan ag = memimpin), yang berarti “generalship” atau 
sesuatu yang dilakukan..oleh perwira perang dalam membuat pengaturan bakal 
memenangkan konflik. Secara umum strategi dapat dicirikan sebagai pendekatan 
untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri  dari bebagai macam kegiatan penting yang 
diharapkan untuk mencapai hasil.  
Thompson dan Strikcland, mengatakan “strategi terdiri dari kegitatan-
kegiatan penuh persaingan dan atas aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing dan 
menggunakan pendekatan untuk mencapai hasil kerja yang membahagiakan (sesuai 
tujuan).  
Strategi dapat didefinisikan sebagai penentuan tujuan dasar jangka panjang 
dan sasaran sebuah perusahaan, dan penerimaan dari serangkaian tindakan serta 
alokasi-alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan 
tersebut. (Robbins, 1994 : 134) 
Sedangkan menurut Kenneth Andrews (Ismail, 2012 : 25) merumuskan 
strategi sebagai, “ pola sasaran, maksud atau tujuan dan strategi utama dan rencana 





perusahaan itu, apa yang dikerjakannya  atau bagaimana seharusnya dan jenis 
perusahaan seharusnya.  
Dari beberapa definisi yang dikemukakan sebelumnya dapat kita 
simpulkan, strategi merupakan langkah atau upaya yang dilakukan oleh organisasi 
saat menghadapi situasi tertentu dan untuk mencapai tujuan yang  ditetapkan. 
Strategi dapat menjadi faktor dalam keberhasilan suatu organisasi. 
Konsep strategi dari berbagai dimensi menurut Mintzberg (1991). (Ismail, 
2012 : 25-28)  : 
a. Strategy as a Plan 
Strategi adalah pengaturan yang terkoordinasi, ekstensif dan terpadu 
yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan dasar organisasi dapat 
dicapai. 
b. Strategy as a Ploy 
Startegi adalah langkah khusus untuk menandai bahaya bagi pesaing 
organisasi.  
c. Strategy as a Pattern 
Strategi adalah sebuah pola yang memperlihatkan adanya langkah-
langkah yang diambil oleh eksekutif dalam mencapai tujuan. 
d. Strategy as a Position 
Strategi menunjukkan berbagai pilihan yang diputuskan organisasi 
untuk menempatkan asosiasi organisasi di dalam situasi organisasi saat 
ini. 





Strategi menunjukkan perspektif/cara pandang dan pemahaman 
lingkungan dari pembuat startegi. Dibuat berdasarkan budaya kerja dan 
memahami kondisi yang berlaku.  
Strategi dilandaskan pada pemeriksaan yang terintegrasi dan komprehensif. 
Artinya  setelah strategi disusun, seluruh komponen dalam organisasi telah 
disamaratakan visi dan misi secara tepat dan akurat mengingat dalam kerangka 
pandang yang disusun, strategi tersebut dimaksudkan untuk memahami visi dan 
misi organisasi. perusahaan. (Rachmat, 2014 : 6). 
A. Manajemen Strategi 
 Menurut Siagian (2000) menjelaskan bahwa manajemen strategik 
adalah perkembangan dari pilihan pusat dan kegiatan yang dibuat oleh 
top management dan dilaksanakan oleh semua tingkat dalam organisai 
untuk mencapai tujuan organisasi. (Rachmat, 2014:14)  
 Manajemen strategik (strategic management) merupakan 
serangkaian keputusan dan tindakan manajerial (Wheelen dan Hunger, 
2004: 2) yang dihasilkan dari proses formuIasi dan implementasi 
rencana (Pearce dan Robinson, 2005: 3) dengan tujuan untuk mencapai 
keunggulan kompetitif. Bila dikaitkan dengan terminologi 
“manajemen”   maka manajemen strategik dapat pula didefinisikan 
sebagai proses perencanaan, pengarahan (directing), pengorganisasian 
dan pengendalian berbagai keputusan dan tindakan strategi perusahaan 






a. Fungsi Manajemen Strategi  
Fungsi manajemen strategi merupakan unsur-unsur landasan secara 
konsisten ada dalam berjalannya manajemen yang menjadi ukuran 
bagi pemimpin dalam menjalankan aktivitas maupun perancangan 
yang tersusun guna meraih target yang ditentukan. Fungsi 
manajemen dibagi menjadi 4 (empat), yang meliputi:  
1. Perencanaan (planning), Yaitu cara untuk mempertinmbangkan 
perihal yang akan diselesaikan dengan aset yang dimiliki dan 
memutuskan kebutuhan masa depan supaya dapat berjalan 
sesuai tujuan utama organisasi. 
2. Pengorganisasian (organizing), yaitu proses pembagian kerja ke 
dalam unit-unit kerja yang kapasitasnya sama seperti situasi 
yang sah dari individu yang melakukan kapasitas tersebut.  
3. Pengarahan (directing),yaitu tindakan interaksi pembagian kerja 
ke dalam unit-unit kerja dan kapasitasnya sebagaimana situasi 
yang sah dari individu-individu yang melibatkan kapasitas 
tersebut. 
4. Pengevaluasian (evaluating), yaitu cara untuk memeriksa dan 
mengendalikan eksekusi hierarkis untuk menjamin bahwa 








b. Tujuan Manajemen Strategi 
1. Menjalankan serta menilai strategi yang dipilih secara efektif 
dan efesien, 
2. Menilai pelaksanaan, mensurvei banyak keadaan serta membuat 
berbagai perubahan dan perbaikan jika ada penyelewengan 
dalam pengimplementasi strategi, 
3. Penyegaran strategi yang direncanakan supaya sinkron dengan 
kondisi lingkungan eksternal, 
4. Membandingkan ulang strength, weakness, opportunity, dan 
threat usaha yang ada,   
5. Meningkatkan barang supaya sesuai dengan selera pembeli. 
c. Manfaat Manajemen Strategi 
Manfaat manajemen strategi menurut David (2012) yaitu : 
1. Membantu institusi dalam meningkatkan strategi dengan 
menggunakan cara yang lebih efesien, koheren dan rasional pada 
pilihan strategi, 
2. Ini adalah sistem, bukan pilihan atau catatan. Tujuan mendasar 
dari sistem ini adalah untuk mencapai pemahaman dan tanggung 
jawab dari semua kepala dan perwakilan, 
3. Proses mengadakan pemberdayaan perseorangan. 
Pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat pemahaman 





pekerja untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dan 
latihan inisiatif serta imajinasi,  
4. Mendatangkan keuntungan, 
5. Menambah kesadaran bahaya dari luar, 
6. Interpretasi yang lebih baik terkait strategi lawan, 
7. Meningkatnya kapasitas produksi pekerja, 
8. Menurunnya perlawanan terhadap perusahaan, 
9. Interpretasi yang lebih jelas mengenai relasi kinerja dan 
penghargaan. 
d. Tahapan Manajemen Strategik 
 Menurut Fred R. David dalam (Rachmat, 2014 : 58) Pada dasarnya, 
manajemen strategi adalah cara yang terdiri atas 3 (tiga) aktivitas, yaitu: 
1. Perumusan Straregi 
 Perumusan strategi merupakan metode memilih langkah 
pertama untuk merealisasikan misi organisai. Proses mengambil 
keputusan dalam menentukan strategi merupakan efek dari 
mulainya penetapan visi misi, sampai tewujudnya program. Dalam 
pelaksanaanya, perumusan strategi melingkupi aktivitas guna 
menguraikan visi dan misi..organisasi, memahami prospek dan 
bahaya dari luar organisasi, menetapkan target jangka pajang 
organisasi, menghasilkan sejumlah cadangan strategi organisasi, dan 
memutuskan strategi khusus untuk digunakan. 





 Proses pertama dalam menerapkan strategi yang sudah 
diputuskan ialah menciptakan perencanaan strategi. Kunci  dalam 
tahap ini yakni dengan menciptakan agenda tujuan dan rencana 
kegiatan (acara dan anggaran) yang selaras dengan visi dan misi 
serta strategi yang sudah diputuskan organisasi/lembaga. 
 Hasil perumusan strategi menuntut suatu perusahaan pada 
item, market, aset, dan teknologi khusus selama kurun waktu yang 
telah ditetapkan. Strategi menentukan kelebihan jangka panjang. 
Apapun yang akan dihadapi, hasil strategik memiliki pengaruh 
bermacam fungsi utama dan pengaruh jangka panjang suatu 
perusahaan.   
3. Implementasi Strategi 
 Implementasi strategi juga dikenal tahap tindakan/aksi 
manajemen strategi. Strategi implementasi yaitu mengerahkan 
pekerja dan pimpinan dalam merubah cara yang dirumuskan 
menjadi aksi. Evaluasi strategi merupakan langkah terakhir dalam 
manajemen strategik. Para pemimpin perlu memahami startegi 
tertentu tidak berjalan dengan sesuai harapan, evaluasi strategi dapat 
diartikan upaya mencari informasi mengenai baik buruknya suatu 
strategi.  
 Implementasi strategi mewajibkan organisasi untuk 
menentukan obyektif tahunan, menyempurnakan dengan kebijakan, 





yang dirumuskan dapat dijalankan. Implementasi strategi termasuk 
mengembangkan budaya mendukung strategi, membuat struktur 
organisasi yang efektif, mengubah kiblat pemasaran, menyiapkan 
anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dan 
mengebangkan kompensasi karyawan dengan prestasi organisasi. 
 Semua strategi bisa berubah dalam pelaksanaannya sebab 
dipengaruhi hal-hal dari luar dan dalam organisasi yang inkonsisten. 
Ada 3 jenis kegiatan dasar dalam mengevaluasi strategi yaitu: 
a. Melihat faktor luar dan dalam organisasi yang sebagai landasa 
strategi yang diputuskan, 
b. Menghitung prestasi, 
c. Mengambil sikap korektif. 
 Kegiatan perumusan, implementasi dan evaluasi strategi 
dapat terjadi pada organisasi besar, korporasi, divisi atau unit bisnis 
strategik, dan fungsional. 
2. Pengertian Kinerja  
 Menurut Amstron dan Baron dalam (Fahmi, 2018:2), mengemukakan kinerja 
adalah hasil kerja yang mempuyai signifikansi kuat antara tujuan organisasi, 
kepuasan klien dan memberikan andil dalam ekonomi. 
 Maluyu S.P. Hasibuan (2001:34) mengatakan kinerja merupakan hasil kerja 
yang diraih seseorang dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya 





 Agus Dwiyanto (2002:48) menyatakan nilai dari hasil kerja pada organisasi 
publik sebagai berikut : 
1. Produktivitas  
Produktivitas adalah menilai kualitas efisiensi dan efektifitas pelayanan. 
Produktivitas pada umumnya diartikan sebagai perbandingan antar input dan 
output. Ide produktivitas ini kemudian anggap sempit dan General Accounting 
Office (GAO) berusaha mendorong nilai produktivitas yang lebih luas dengan 
memasukkan seberapa banyak pelayanan publik itu mencapai target yang 
diharapkan sebagai salah satu penilaian prestasi kerja yang signifikan.  
2. Kualitas Layanan  
Kualitas layanan merupakan hal penting untuk menguraikan prestasi kerja 
pelayanan publik. Banyak pendapat yang kurang baik di masyarakat karena kurang 
puasnya masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. 
Maka dari itu, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator 
kinerja organisasi publik.  
3. Responsivitas  
Responsivitas adalah kapabilitas organisasi dalam mengidentifikasi 
kebutuhan masyarakat, merancang program prioritas pelayanan, dan 
mengembangkan program pelayanan publik berdasarkan kebutuhan dan harapan 
masyarakat. Organisasi yang mempunyai responsivitas yang rendah sudah pasti 
kinerjanya buruk.  





Responsibilitas yaitu apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu 
dilaksanan sesuai dengan manajemen yang benar maupun berdasarkan kebijakan 
organisasi, baik tersurat maupun tersirat. Maka dari itu, responsibilitas suatu ketika 
bisa berlawanan dengan resposivitas.   
5. Akuntabilitas  
Akuntabilitas mengindikasikan sejauh mana kebijakan dan kegiatan 
organisasi publik menurut pada kebutuhan dan harapan masyarakat. Kinerja tidak 
hanya dilihat dari ukuran internal, akan tetapi juga harus diukur secara eksternal 
seperti nilai dan norma yang ada di masyarakat. Organisasi mempunyai 
akuntabilitas tinggi jika sesuai dengan nilai dan norma yang berjalan dalam 
masyarakat. 
A. Faktor- faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja  
Dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia (Mangkunegara 
2000:67), Pencapaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor 
kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation).  
a.  Faktor kemampuan 
Menurut kemampuan intelektual, kemampuan karyawan meliputi 
kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh 
sebab itu karyawan harus ditempatkan pada bidang yang sesuai pada 
kompetensinya.  





 Motivasi tersusun dari tingkah laku (attiude) seorang pekerja ketika 
berhadapan dengan lingkugan kerja. Motivasi adalah keadaan yang 
mengarahkan pekerja dalam menraih target kerja. Sikap mental adalah 
keadaan mental yang menggerakkan pekerja untuk berusaha mencapai 
potensi kerja secara maksimal. 
3. Pengertian Kepala Desa 
 Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 84 Tahun 2015, Kepala 
Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya 
dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.    
   Kepala Desa berperan sebagai kepala pemerintahan Desa yang mengepalai 
pengelolaan pemerintahan diDesa. Kepala Desa memiliki tugas  menyelenggarakan 
pemerintahan Desa, menjalankan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan 
masyarakat.  
 Untuk menjalankan tugasnya Kepala Desa memiliki fungsi – fungsi sebagai 
berikut:  
a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintah, 
penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan 
ketentraman dan ketertiban, melaksanakan usaha perlindungan 
masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan 
wilayah. 
b. Melakukan pembangunan, seperti pembangunan fasilitas Desa, dan 





c. Pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban 
masyarakat, keterlibtan masyarakat, sosial budaya masyarakat, 
keagamaan, dan ketenaga kerjaan.  
d. Pemberdayaan masyarakat, meliputi sosialisai dan memotivasi 
masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 
e. Menjaga hubungan kemitraan bersama organisasi masyarakat dan 
organisasi lainnya.  
  Masa jabatan Kepala Desa yakni 6 (enam) tahun, dan bisa di perpanjang 
sebanyak 3 ( tiga ) periode. Kepala Desa dipilih dari calon kepala Desa terpilih 
ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati. 
  Dalam Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang.Desa pasal 2 ayat 2 untuk 
menjalankan tugasnya Kepala Desa Mempunyai Kewenangan sebagai berikut: 
1. Mendorong pelaksanaa  Pemerintahan Desa;  
2. Melantik dan memberhentikan Perangkat Desa; 
3. Memegang kekuasaan manajemen Keuangan dan Aset Desa; 
4. Memutuskan Peraturan Desa; 
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
6. Membimbing kehidupan masyarakat Desa; 
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
8. Membimbing dan meningkatkan perekonomian Desa serta 
mengintegrasikannya supaya memcapai perekonomian skala produktif 





9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa; 
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 
meningkatakan kesejahteraan masyarakat; 
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna; 
13. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif; 
14. Mewakili Desanya didalam dan di luar pengadilan atau menujuk kuasa 
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan  
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
A. Kepemimpinan Kepala Desa 
 Dengan tugas dan kewajiban yang berat untuk menjadi kepala Desa yang 
baik, maka perlu adanya klasifikasi yang harus dipenuhi. Selain persyaratan yang 
telah ditentukan didalam peraturan perundang – undangan juga diperlukan adanya 
kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Seorang kepala harus mempunyai 
beberapa keunggulan diantaranya: 
1. Keunggulan dalam pemakaian daya pikir dan nalar, yang dapat diartikan 
memiliki ilmu mengenai dasar tujuan Desa yang dipimpinnya, ilmu 
mengenai keluhuran nilai-nilai yang menjadi dasar lembaga yang 
dipimpinnya dan ilmu untuk menyelenggaraan pemerintahan secara logis, 





2. Kelebihan dalam kerohanian, dapat diartikan seseorang yang mempunyai 
akhlak baik, kredibilitas moral sehingga dapat menjadi contoh yang baik 
bagi warga yang dipimpinnya.  
3. Kelebihan secara nyata, dapat diartikan seseorang yang dapat 
memberikan cerminan dalam memotivasi kinerja pada bawahannya.
 Kepemimpinan (leadership) merupakan keahlian individu (yaitu 
pemimpin atau leader) dalam mengontrol individu lainnya (yaitu 
bawahan atau follower) sehingga individu yang lain bertindak sesuai 
kehendak pemimpin tersebut (Seorjono, 2016:250). 
 G. U. Cleeton dan C. W. Mason (1934) mengatakan “ Kepemimpinan 
menunjukkan kemampuan mempengaruhi orang-orang dan mencapai hasil melalui 
imbauan emosional dan ini lebih baik dibandingkan dengan melalui penggunaan 
kekuasaan” (Inu, 2014:106). 
 Kepemimpinan Kepala Desa pada hakikatnya ialah dengan cara apa Kepala 
Desa mampu menpengaruhi bawahan (follower) untuk dapat bekerja sesuai dengan 
apa yang di harapkan pemimpin, supaya  bawahan memahami bagaimana daerah 
setempat harus mengelola perhatian penting tanpa berpikir dua kali, mereka 
mengerahkan upaya yang berani, meskipun Kepala Kota tidak ada di sana. 
Sehingga dapat mengkoordinir seluruh kepentingan masyarakat Desa dengan baik 
sesuai dengan tujuan yang diharapakan Kepala Desa. 
  Kepala Desa dikatakan berhasil apabila dalam kepemimpinannya 





transparansi, konsekuen terhadap keputusan yang diambil yang berdasarkan pada 
hasil kemufakatan bersama untuk kebutuhan masyarakat.  
4.  Pengertian Pajak 
Menurut Undang – undang No 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-4 atas 
UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada 
Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, pajak.adalaah kontribusi wajib kepada-negara yang 
terutang oleh orang pribadi.atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
undang–undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk kebutuhan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat. 
Menurut UU no 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi UU no 12 Tahun 
1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menyatakan bahwa, pajak 
merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling penting maknanya 
dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasioanal sebagai pengamalan 
pancasila yang bertujuan dalam meningkatkan kemakmuran&dan kesejahteraan 
rakyat.. 
Direktorat jendral pajak (2013, 2) dalam buku lebih dekat dengan pajak 
menyatakan bahwa pajak adalah kewajiban yang dipersyaratkan kepada negara 
yang terutang oleh perorangan atau lembaga, bersifat memaksa yang bersumber 
pada undang – undang, dengan tidak memperoleh balasan secara langsung dan 
dimanfaatkan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan rakyat. 
Sedangakan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam buku 





pada negara berdasarkan undang – undang bersifat wajib dengan tidak mendapat 
imbalan langsung dan yang dipergunakan untuk membiayai keperluan dan 
kepentingan publik. 
A.   Fungsi Pajak 
Dalam (Mardiasmo, 2018:4) terdapat 2 fungsi pajak , yakni : 
1. Fungsi Anggaran ( Budgetair ) 
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 
membiayai pengeluaran – pengeluarannya.  
2. Fungsi pengaturan ( Regulerend ) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengontrol atau menjalankan 
kebijaksanaan pemerintah di bidang sosial serta ekonomi. 
Contoh : 
a. Ditetapkannya tarif pajak tinggi pada alkoho untuk mengurangi 
penggunaan alkohol.  
b.  Ditetapkannya tarif pajak tinggi pada produk mewah untuk 
mengurangi gaya hidup yang tidak wajar. 
 
B.  Jenis - jenis Pajak 
Menurut Mardiasmo (2018, 07), pajak dibagi menjadi 3 klasifikasi, yakni : 
1. Menurut Golongannya  
a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib 





Contoh : Pajak Penghasilan.  
b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bisa ditanggung atau 
diserahkan pada pribadi lain.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 
2. Menurut Sifatnya 
a. Pajak Subyektif, yakni pajak yang penilaian dimulai ataupun dilihat 
dari subjeknya, dalam arti melihat kondisi dari wajib pajak.  . 
Contoh : Pajak Penghasilan. 
b. Pajak Obyektif, yaitu pajak yang dilihat berdasarkan obyeknya, 
tanpa perlu melihat kondisi wajib pajak.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah.  
3. Menurut Lembaga Pemungutnya 
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang ditarik oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk menyelenggarakan rumah tangga negara. Contoh : 
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah, dan Bea Materai  
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang ditarik oleh Pemerintah Daerah dan 
dimanfaatkan dalam penyelenggarakan rumah tangga daerah. 
Pajak daerah terdiri atas : 
1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan 





2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, dan Pajak Hiburan.   
5. PBB PerDesaan dan Perkotaan  
Semenjak mulai diberlakukannya Undang–Undang No 28 Tahun..2009 
tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, kewewenangan dalam pemungutan 
Pajak Bumi. Dan.Bangunan diwilayah perdesaan dan perkotaan dilimpahkan 
kepada pemerintah kabupaten/kota. Pelimpahan penyelenggaran PBB-P2 pada 
pemerintah.kabupaten/kota semenjak 1 Januari 2011 dan terakhir 1 Januari 2014. 
 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan  
pajak yang dikenakan terhadap tanah dan properti yang dimiliki, dikuasai, dan atau 
digunakan oleh individu atau organisai, melainkan wilayah yang dimanfaatkan 
dalam bidang usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan serta usaha tertentu 
lainnya pemungutan pajaknya tetap dilakukan oleh pemerintah pusat.  
a. Obyek Pajak 
Obyek PBB perDesaan dan perkotaan ialah tanah maupun properti yang 
dimiliki,.dikuasai, dan di pergunakan oleh individu ataupun organisai, 
melaikan wilayah yang dimanfaatkan di sektor usaha perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan. 
Yang tergolong bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:   
1. Jalanan yang terdapat pada satu kompleks bangunan misalnya hotel, 
pabrik, dan lahan kosongnya, yang menjadi bagian dari kompleks 





2. Jalan tol 
3. Kolam renang 
4. Pagar mewah 
5. Tempat olahraga 
6. Galangan kapal, dermaga  
7. Taman mewah 
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak 
9. Menara  
Sedangkan obyek yang tidak dikenai PBB P-2  ialah obyek pajak yang:  
1. Dimanfaatkan oleh pemerintah dan daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. 
2. Dimanfaatkan bagi kebutuhan publik dalam sektor ibadah, sosial, 
kesehatan, pendidikan, serta kebudayaan nasional, yang tidak 
ditujukan untuk mendapatkan laba. 
3. Dimanfaatkan untuk pemakaman, musium, atau sejenisnya 
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 
nasional, tanah penggembalaan dalam pengguasaan oleh Desa, dan 
tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 
5. Dimanfaatkan untuk perwakilan diplomatik dan konsulat yang 
dilandasi pada tindakan timbal balik, dan 
6. Dipergunakan bagi badan atau perwakilan badan internasional yang 
didasarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. 





Subyek PBB PerDesaan dan Perkotaan yaitu individu maupun 
organisasi yang memiliki hak atas tanah dan atau mendapat manfaat dari 
bumi, dan atau mempunyai, menguasai, dan mendapat manfaat dari 
properti. Wajib pajak PBB perDesaan dan Perkotaaan adalah individu 
atau organisasi yang secara nyata memiliki hak atau bumi dan 
memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan 
mendapat manfaat dari bangunan. 
c. Tarif PBB 
Tarif PBB PerDesaan dan Perkotaan tertinggi sebesar 0,3% (nol 
koma tiga persen). Besaran tarif PBB PerDesaan dan Perkotaan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
PBB PerDesaan dan Perkotaan dihutung dengan cara: 
PBB PP = tarif  X (NJOP – NJOPTKP) 
d.  Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) 
Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang 
diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana 
tidak terdapat transaksi jual-beli, Nilai Jual Obyek Pajak (NOJP) 
ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, 
atau nilai perolehan baru, atau Nialai Jual Obyek Pajak pengganti. 
Besarnya NJOP ditentukan setiap 3 tahun. Pada daerah khusus yang 
perkembangan pembangunannya berdampak terhadap kenaikan NJOP 
yang lumayan tinggi, NJOP bisa ditentukan setiap satu tahun. Penetapan 





e. Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJPTKP) 
Besarnya NJOPTKP ditentukan terendah sebesar Rp 10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah) untuk tiap wajib pajak. NJOPTKP ditetapakan 
pemerintah kabupaten/kota tersebut dan diputuskan atas 
Peraturan.daerah. 
f. Mekanisme PBB PerDesaan dan PerKotaan 
PBB-P2 dikenai per tahun. PBB terutang dihitung berdasarkan 
kondisi obyek pajak per tanggal 1 Januari. Lokasi PBB terutang adalah di 
kawasan daerah yang meliputi lokasi obyek pajak. 
Pencatatan obyek PBB dilaksankan dengan memakai Surat 
Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP). SPOP harus diisi dengan jelas, 
benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala 
Daerah yang wilayah kerjanya meliputi lokasi obyek pajak, paling lambat 
30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh wajib 
pajak. 
Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah mengeluarkan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Kepala Daerah menepkan tanggal 
jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang paling lambat 6 
(enam) bulan dari tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. 
Kepala Daerah dapat mengeluarkan.Surat Ketetapan Pajak Daerah 





1. SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara 
tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam surat 
Teguran. 
2. Dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah 
pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung 
berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. 
 
6. Pengoptimalan Pajak Daerah  
Pajak daerah adalah sumber utama dan pertama pendapatan asli daerah (PAD) 
dan merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, 
mengingat perananya dalam membiayai anggaran belanja, pemberian pelayan 
publik dan merupakan tolak ukur kemandirian pemerintah daerah khususnya dilihat 
dari kapasistas fiskalnya. Maka perlu adanya upaya pengoptimalisasi pajak daerah, 
salah satu dengan melakukan program intensifikasi pajak dan ekstensifikasi wajib 
pajak (https://klc.kemenkeu.go.id) 
A.  Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 
1. Intensifikasi pajak  
Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian 
penerimaan pajak terhadap obyek serta subjek pajak yang telah tercatat atau 
terdaftar dalam administrasi pemerintah daerah. 





Ektensifikasi Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan 
penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan obyek pajak dalam 
administrasi pemerintah daerah. 
B. Upaya intensifikasi pajak daerah, ekstensi wajib pajak terdiri dari 3(tiga) 
aspek : 
1. Aspek kelembagaan/organisasi 
Menyelaraskan atau merevisi aspek organisasi manajemen pajak 
daerah yang lebih besar kewenangannya, seperti: 
a. Membentuk susunan lembaga yang awalnya dilevel bidang, 
menjadi badan atau satuan kerja tersendiri. 
2. Aspek ketatalaksanaan  
a. Peningkatan penyuluhan pajak pada masyarakat; 
b. Peningkatan sistem pembukuan berbasis teknologi; 
c. Peningkatan administrasi penarika dan operasional; 
d. Peningkatan pengawasan dan pengedalian pungutan; 
e. Diterapkan pemberian denda pada wajib pajak yang tidak patuh 
dalam melunasi pembayaran pajak. 
3. Aspek persoanalia 
Pemerintah daerah harus secara berkesinambungan dalam 
Peningkatan SDM pengelola pajak daerah, yaitu dengan cara 
mengikutsertakan dalam program pendidikan dan pelatihan 
berhubungan dengan pengelolaan pajak daerah, diklat fungsional dan 





C. Upaya Ektensifikasi  
1. Upaya meningkatan penerimaan pajak daerah dengan membuat  
sumber pajak dan subyek pajak (wajib pajak) baru. 
a. Mengadakan pencarian akan subjek pajak baru dengan cara 
membuat Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)  
2. Melakukan kebijakan investasi dan kerjasama dengan perusahaan 
swasta maupun perusahaan daerah 
a. Membuka lahan milik pemerintah daerah yang masih 
menggangur dan diciptakan wilayah bisnis baru. 
D. Faktor pendukung dan penghambat ekstensifikasi dan intensifikasi pajak 
1. Faktor Pendukung 
 Peningkatan dari segi organisasi dari bidang menjadi badan 
adalah salah satu peningkatan untuk memperbaiki kinerja 
pengelolaan pajak daerah dalam menjalankan tugas. 
 Jumlah pegawai yang kompeten untuk melaksanakan tugas 
dan fungsi dibidang intensifikasi dan ekstensifikasi pajak 
daerah. 
2. Faktor Penghambat 
 Peraturan yang ada belum lengkap untuk mendukung 
optimalisasi pemugutan pajak daerah. 
 Perangkat SDM belu tersedia secara lengkap atau masih 
kurang, misalnya juru pungut, pemeriksa pajak daerah, 





 Koordinasi dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) 
terkait pajak daerah masih belum terjalin dengan baik. 
7. Strategi Kepala Desa dalam Pencapaian Target PBB 
Strategi Kepala Desa dalam pencapaian penerimaan PBB adalah bagaimana 
strategi yang digunakan Kepala Desa dalam meningkatkan PBB di Desanya. 
Dengan dibantu oleh perangkat Desa yang telah ditunjuk sebagai petugas pemungut 
pajak dalam pelaksaannya.  
Kepala Desa dalam mencapai target PBB adalah sebagai penanggung jawab 
dalam proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah yang 
dipimpinnya, dengan dibantu oleh perangkat Desa yang telah ditunjuk sebagai 
petugas pemungut pajak dalam pelaksaannya. Untuk itu sebagai penanggung jawab 
Kepala Desa tentu saja memiliki upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai 
target penerimaan PBB yang ditetapkan. Kepala Desa harus memiliki sinergitas 
yang baik dengan perangkat Desa untuk mencapai target penerimaan PBB.  
Dalam Peraturan Bupati Tegal No 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan 
Pajak Bumi dan Bangunan PerDesaan dan Perkotaan, tugas Kepala Desa adalah 
membantu BP2D dalam memnyampaikan SPPT kepada wajib pajak. Selain itu 
Kepala Desa/Lurah bertugas untuk menampung tanda terima SPPT dari wajib 
pajak, dan dicatat dalam daftar rekapitulasi SPPT yang selanjutnya dilaporkan 
kepada Camat.   
Beberapa strategi dilakukan oleh Kepala Desa Pegirikan sebagai berikut,: 





b. Bukti lunas pembayaran PBB sebagai persyaratan dalam pengurusan 
surat-surat di kantor balai Desa 
c. Adanya undian berhadiah bagi warga yang tepat waktu dalam 
membayar PBB 
d. Petugas pemungut pajak langsung mendatangi wajib pajak (door to 
door)  
II.3 Definisi Konsep   
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata konsep dapat diartikan 
menjadi beberapa definisi, yaitu: rancangan atau buram surat dan sebagainya, ide 
atau pengertuian yang diabstrakan dari peristiwa kongkret, dan gambaran mental 
dari obyek, proses, atau apapun yang ada diluar bahasa, yang digunakan oleh akal 
budi untuk memahami hal lain-lain.  
Sedangkan pengertian konsep menurut Aristoteles mendefinisikan konsep 
adalah penyusun utama dalam pembentuk pengetahuan ilmiah dan filsafat 
pemikiran manusia. Dalam penelitian ini akan diuraikan definisi konsep sebagai 
berikut:  
1. Strategi, merupakan langkah atau cara yang dilakukakan oleh organisasi 
dalam menghadapi situasi tertentu dan upaya untuk mencapai suatu tujuan 
yang telah ditetapkan. 
2. Kepala Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 
tugas, dan kewajiban untuk menyelengarakan rumah tangga Desanya dan 





3. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan PerDesaan (PBB-P2), merupakan 
pajak yang dikenakan terhadap tanah dan properti yang dimiliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan yang memiliki suatu hak 
atasnya atau memperoleh keuntungan atasnya. 
4. Strategi Kepala Desa dalam pencapaian penerimaan PBB adalah apa saja 
strategi yang digunakan Kepala Desa dalam meningkatkan PBB di Desanya. 
Dengan dibantu oleh perangkat Desa yang telah ditunjuk sebagai petugas 
pemungut pajak dalam pelaksaannya. Tugas Kepala Desa adalah membantu 
BP2D dalam memnyampaikan SPPT kepada wajib pajak. Selain itu Kepala 
Desa/Lurah bertugas untuk menampung tanda terima SPPT dari wajib 
pajak, dan dicatat dalam daftar rekapitulasi SPPT yang selanjutnya 
dilaporkan kepada Camat.  .   
Beberapa strategi dilakukan oleh Kepala Desa seperti,: 
a. Pembagian kelompok/wilayah (Per Kopak) 
b. Bukti lunas pembayaran PBB sebagai persyaratan dalam pengurusan surat-surat 
di kantor balai Desa 
c. Adanya undian berhadiah bagi warga yang tepat waktu dalam membayar PBB 
d. Petugas pemungut pajak langsung mendatangi wajib pajak (door to door)  
II.4 Pokok-Pokok Penelitian  
Pokok-pokok penelitian merupakan salah satu langkah penelitian dimana 
peneliti menurunkan variabel ke dalam konsep  yang memuat indikator-indikator 





1. Strategi Kepala Desa dalam pencapaian Target penerimaan pembayaran 
PBB, dapat diukur dengan indikator: 
a. Pembagian kelompok/wilayah (Per Kopak)  
Merupakan salah satu strategi, dimana dalam proses pemungutan 
pajaknya, wilayah Desa Pegirikan dibagi menjadi beberapa 
wilayah/kelompok. Dan dari setiap wilayah memiliki petugas 
pemungut pajak masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah 
ditetapkan. Tugas dari petugas tersebut yaitu membagikan SPT ke 
wajib pajak, saat pembagian SPT wajib pajak juga dapat menitipkan 
pembayaran pajak pada petugas tersebut. Petugas dibagi 
berdasarkan wilayah dimana petugas itu tinggal. 
b. Bukti lunas pembayaran PBB sebagai persyaratan dalam 
pengurusan surat-surat di kantor balai Desa. 
Dalam strategi ini mewajibkan masyarakat/wajib pajak Desa 
Pegirikan melunasi pembayaran PBB jika akan mengurus atau 
membuat surat-surat melalui kantor Desa seperti, Akta Kelahiran, 
pembuatan KTP, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan 
surat keterangan lainnya. Jika warga belum memiliki tanda bukti 
lunas PBB, maka pengurusan surat-surat tidak dapat dilayani. 
Strategi satu ini bersifat memaksa. 






Strategi ini dilaksanakan setiap tahun yang bertepatan dengan acara 
peringatan HUT RI, dalam kegiatan sepeda atau jalan santai yang 
diadakan dikantor Desa Pegirikan. Kupon undian dibagikan hanya 
pada masyarakat yang telah lunas PBB, sehingga jika masyarakat 
belum melunasi pembayaran PBB maka tidak akan mendapatkan 
kupon undian. Strategi ini cukup meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam membayar PBB karena dengan adanya hadiah-
hadiah yang menarik seperti, sepeda, magic com, sembako dan 
lainnya. 
d. Petugas pemungut pajak langsung mendatangi wajib pajak (door to 
door) . 
Pelaksanaan strategi ini yaitu dengan adanya petugas yang 
memungut pajak dari rumah ke rumah. Biasanya dibarengi dengan 
berjalannya strategi yang lainnya yaitu pembagian kelompok (per 
kopak). 
 
II.5 Alur Pikir   
Pajak adalah pangkal keuangan negara yang sangat signifikan, sehingga 
pecapaian target pajak sangat penting dalam pemasukan kas negara yang 
nantinya dimanfaatkan dalam meningkatkan pembangunan, pemberdayaan 
masyrakat dan lainnya.  
Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah pusat menyerahkan 





pemerintah daerah, dengan tujuan memaksimalkan penerimaan pajak. 
Berlakunya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa sebagai 
daerah otonomi diberikan hak istimewa yang diantaranya: terkait pengelolaan 
keuangan dan alokasi dana Desa, pemilihan kepala Desa  serta proses 
pembangunan Desa. Sehingga Desa dapat memaksimalkan potensi yang 
dimiliki dan meningkatakan kemandirian Desa dalam pembangunan 
infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan lain sebagainya. 
Untuk mencapai tujuan tersebut pencapaian target Pajak Bumi dan 
Bangunan harus dimaksimalkan. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak 
perlu adanya sinergritas antara pemerintah daerah dan pemerintah Desa. Oleh 
karena itu kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di Desa harus berperan 
dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan dibantu 
perangkat Desa.  
Perangkat Desa merupakan kunci dalam penrimaan pajak bumi dan 
bangunan karena perangkat Desa yang langsung berhadapan dengan 
masyarakat (wajib pajak). Oleh karena itu pemerintah Desa perlu merencanakan 
upaya – upaya dalam pencapaian penerimaan pembayaran pajak.bumi.dan 
bangunan. Atas tercapainya target penerimaan pembayaran pajak dapat 
mengoptimalkan pembangunan di Desa dan juga di daerah.  
Di Desa Pegirikan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, penerimaan pajak 
bumi dan bangunan belum memenuhi target penerimaan pajak bumi dan 





bagaimana strategi kepala Desa dalam mencapai target penerimaan pajak bumi  
dan bangunan.  
 













b. Bukti lunas pembayaran 
PBB sebagai persyaratan 
dalam pengurusan surat-
surat di kantor balai Desa 
c. Adanya undian berhadiah 
bagi warga yang tepat 
waktu dalam membayar 
PBB 
d. Petugas pemungut pajak 
langsung mendatangi 
wajib pajak (door to 
door)  
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Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara untuk memperoleh data 
dengan maksud dan kepentingan tertentu yang diperoleh secara saintifik (Sugiyono, 
2009:3). Dengan mengunakan metode penelitian yang benar, maka masalah yang 
menjadi bahasan penelitian dapat dipecahkan, dan dapat ditarik kesimpulan yang 
benar dan akurat. 
III.1 Jenis Penelitian 
Penelitian merupakan suatu proses dalam mencari kebenaran dari fakta – fakta, 
kejadian yang terjadi. Dalam penelitian ini yang akan digunakan ialah jenis 
penelitian kualitatif. 
Menurut sugiyono (Sugiyono 2018: 7) mengatakan bahwa metode penelitian 
kualitatif juga dikenal dengan metode baru, karena belum lama popularitasnya, 
dinamakan metode positivistik sebab didasari atas filsafat post positivisme. Metode 
ini disebut juga sebagai methode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat 
imanjinatif (kurang terpola), dan dikenal sebagai teknik interpretatif karena 
penelusuran informasi di lapangan lebih diidentikkan dengan penerjemahan 
informasi. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan  
pada cara berpikir postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 
yang alamiah, (bukan eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 





bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif  lebih menekankan makna 
dari pada spekulasi ( sugiyono 2018: 9).  
Berdasarkan pengertian diatas, alasan peneliti mengunakan metode penelitian 
kualitatif karena peneliti akan lebih menekankan pada data yang diperoleh dari 
interview. 
III.2 Tipe Penelitian  
Jenis penelitian yang dipakai di penelitian ini yakni model descriptive 
digunakan karena nantinya dalam proses penelitian peneliti akan lebih banyak 
melakukan interprestasi terhadap hasil penelitian.  
Menurut sugiyono (sugiyono 2018:19 ) metode deskriptif diartikan sebagai 
suatu method yang dipakai untuk mengdeskripsikan dan menganalisa hasil 
penelitian, akan tetapi tidak digunakan dalam menarik kesimpulan yang lebih 
mendalam.  
Dengan demikian sesuai dengan pengertian diatas akan sangat relevan 
dengan penelitian kualitatif ini yang berguna untuk menguraikan hasil – hasil 
penelitian yang mengedepankan makna. Sehingga dapat mengambarkan 
bagaimana strategi kepala Desa dalam pencapaian target penerimaan 
pembayaran PBB di Desa Pegirikan Kecamatan Talang.  
III.3  Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini akan menggunakan  jenis data kualitatif, data kualitatif 





(observation), dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu data primer dan data sekunder.  
a. Data Primer  
Sumber primer adalah sumber data yang langsung yang diterima 
pengumpul data (sugiyono 2018:225). Data primer langsung diterima 
oleh peneliti yang berupa hasil penelitian anatara peneliti dan 
narasumber, maupun hasil observasi peneliti terhadap kondisi 
/permasalahan yang terjadi di lokasi yang diteliti. 
b. Data Sekunder  
Sumber sekunder adalah sumber data yang didapatkan secara tidak 
langsung diterima pengumpul data, contohnya melalui individu lain 
maupun melalui dokumentasi (sugiyono 2018:225). Data sekunder dapat 
diperoleh dari buku – buku yang berhubungan dengan penilitian, data – 
data pendukung, dokumentasi (berita), laporan maupun arsip – arsip. 
III.4 Informan Penelitian  
Sumber informasi merupakan data yang berupa kenyataan yang 
menggambarkan suatu peristiwa dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada 
periode tertentu. Dalam penelitian ini sumber informasi berasal dari informan. 
Informan adalah individu yang digunakan orang dalam mencari informasi 
terkait keadaan yang menjadi latar penelitian. Jadi, harus mempunyai banyak 
pengetahuan/informasi tentang latar penelitian dan secara sukarela menjadi 
anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Dalam penelitian ini 





a. Kepala Desa Pegirikan kecamatan Talang 
b. Perangkat Desa Pegirikan kecamatan Talang 
c. Masyarakat wajib pajak Desa Pegirikan  
 
III.5 Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data bisa diperoleh dengan beberapa cara, dalam penelitian 
ini peneliti akan menggunakan dua cara yaitu wawancara dan dokumenntasi. 
a. Interview / wawancara 
Menurut Esterberg (2002) mengartikan interview merupakan 
bertemunya dua individu untuk bertukar infomasi atau pemikiran dengan 
cara temu ramah, sehingga dapat dibangun definisi pada suatu subjek 
tertentu. Interview dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 
informan yang lebih mendetail. Pada penelitian ini wawancara dilakukan 
dengan Kepala Desa, perangkat Desa dan petugas pemungut pajak Desa 
Pegirikan kecamatan Talang. 
b.  Dokumen 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 
bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari 
seseorang. Dokumen dapat berupa biografi, peraturan, kebijakan, foto, film 
dan sebagainya. Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa dokumen, 
seperti; Data Penerimaan PBB, Profil Desa Pegirikan, Data Penduduk dan 






c. Observasi  
Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2018:145) mengemukakan bahwa, 
observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 
tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya  
yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.  
Teknik pengumpulan data dengan observasi yaitu dengan 
melakukan pengamatan secara langsung terhadap subyjek dan lapangan 
yang diteliti yang selanjutnya diklarifikasi. 
d. Kepustakaan  
Teknik kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang 
bersumber dari literatur, buku-buku ataupun bahan pustaka, yang berisi 
kutipan-kutipan pendapat para ahli dalam buku tersebut untuk 
memperkuat landasan toeri dalam penelitian, yang sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan.    
    
III.6 Teknik dan Alat Analisa Data 
A. Teknik Analisa Data 
Teknik analisis menurut Nasution (1988) yaitu “Analisis telah dimulai 
sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, 
dan berlangsung sampai penulisan hasil penelitian”. Namun dalam 
penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di 





Menurut Miles dan Huberman (1984) mengatakan, kegiatan 
menganalisa data qualitative dilaksanakan secara interaktif dan 
berkelanjutan hingga selesai, sehingga datanya sudah jenuh. kegiatan dalam 
analisis data, yaitu:  
a. Reduksi Data (data reduction)  
Data yang didapat di lokasi penelitian jumlahnya cukup banyak maka 
harus dicatat secara hati-hati dan detail. Oleh karena itu dalam analisa data 
dengan cara reduksi data.  
 
Mereduksi data bermakna merangkum, memilah unsur-unsur penting, 
memusatkan pada peristiwa penting, dicari tema dan bentuknya. Reduksi 
data mempermudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data 
selanjutnya.  
b. Penyajian Data (data display) 
Setelah data reduksi, maka selanjutnya adalah 
mendisplaykan/menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 
bisa dilakukan dalam bentuk urain singkat, bagan, hubungan antar kategori, 
flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam penelitian 
kualitatif biasanya berupa teks yang bersifat naratif.  
c. Penarikan Kesimpulan&Verifikasi(Conclusion Drawing&Verification) 
Langkah ketiga yaitu  pengambilan kesimpulan dan pengecekan ulang. 
Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat temporer, dan dapat berganti 





pengumpulan data selanjutnya. Namun jika kesimpulan diawal, didukung 
bukti–bukti yang benar dan tidak berubah saat peneliti kembali ke lokasi 
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan 
yang teruji. 
Kesimpulan pada penelitian qualitative  merupakan temuan baru yang 
sebelumnya tidak ada. Temuan bisa berbentuk deskripsi atau gambaran 
suatu obyek yang sebelumnya  masih kabur atau gelap sehingga setlah 
diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, 
hipotesis atau teori. 
B. Alat Analisa Data 
Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini, mengunakan Nvivo. 
Nvivo adalah salah satu aplikasi atau software yang digunakan untuk 
melakukan pengelolaan dan analisis data kualitatif. Dengan jenis dan 
sumber data yang beragam dan tidak terstruktur. 
III.7 Sistematika Penulisan  
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DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 
IV.1 Profil Desa Pegirikan  
 Desa Pegirikan berdiri sejak tahun 1950, Desa Pegirikan yaitu salah satu dari 
19 Desa yang berlokasi di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, yang berdiri 
sejak tahun 1950 Desa Pegirikan terdiri dari 8 RW dan 33 RT. 









1. Visi dan Misi 
Visi :   
 Terbangunya tata kelola pemerintahannDesa yang baik dan bersih 
agar terciptanya kehidupan masyarakat Desa yang adil, makmur dan 
sejahtera serta berbudaya dan berakhlaq baik. 
Misi :  
No Periode Nama  
1 1950 – 1974 Tayib 
2 1974 – 1990 Mansyur 
3 1990 – 1998 H. Slamet  
4 1998 – 2007 H. Fasikin  
5 2007 – 2013 H. Slamet  
6 2013 – 2019 H. Achmad Soleh 





1. Menigkatkan tata pemerintahan..yang demokratis, transparan, 
akuntabel, efesien, dan efektif.  
2. Meningkatakan perekonomian perdesaan yang memiliki daya 
saing berdasar pada BUMDes dan teknologi, serta pertanian, 
perikanan, perkebunan dan industri rumah tangga. 
3. Meningkatkan SDM yang sehat (Kesehatan), cerdas 
(Pendidikan), agamis (Keagamaan), dan bermoral (Budaya). 
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur peDesaan yang 
terarah dan berkualitas. 
5. Meningkatkan fungsi kelembagaan dan Masyarakat Desa dalam 
mendorong pembangunan Desa. 
6. Meningkatkan sistem keamanan lingkungan masyarakat Desa. 
2. Kondisi Geografi 
 Desa pegirikan merupakan salah Desa di Kabupaten Tegal yang terletak di 
wilayah Kecamatan Talang, dengan luas wilayah Desa keseluruhan 83 Ha. Dengan 
pemanfaatan lahan 30 Ha digunakan untuk pemukiman dan bangunan, sawah 36 
Ha, ladang 3,025 Ha dan lain-lainnya seluas 13,815 Ha. Wilayah Desa Pegirikan 
berbatasan dengan Desa-Desa lainnya, berikut batas wilayah Desa pegirikan: 
Sebelah Utara   : Desa Pekiringan 
Sebelah Selatan  : Desa Bedug 
Sebelah Timur  : Desa Pecabean  














Gambar 4. 1 Peta wilayah Desa pegirikan 
 
3. Monografi Desa  
 Penduduk Desa Pegirikan tahun 2019 berdasarkan data penduduk Desa 
Pegirikan berjumlah 7.387 jiwa yang terdiri dari 3.812 jiwa laki-laki dan 3.575 jiwa 





















1. Penduduk Menurut Umur & Jenis Kelamin 








1 0 – 10 456 434 890 
            
12  
2 11 – 20 610 521 1131 
            
15  
3 21 – 30 657 628 1285 
            
17  
4 31 – 40 684 642 1326 
            
18  
5 41 – 50 652 641 1293 
            
18  
6 51 – 60 402 406 808 
            
11  
7 61 – 70 249 206 455 
              
6  
8 71 > 102 97 199 
              
3  
  Jumlah 3812 3575 7387 
          
100  
Sumber : data penduduk Desa Pegirikan Tahun 2019 
 Berdasarkan data diatas menunjukkann bahwa jumlah penduduk Desa 
Pegirikan berdasarkan jenis kelamin, pria lebih banyak daripada wanita yaitu 
dengan selisih 237 jiwa, pria dengan total jumlah 3812 jiwa sedangan wanita 3575 








2. Penduduk Berdasarkan Agama 
Tabel 4.  3 Jumlah penduduk berdasarkan agama 
No Agama Jumlah % 
1 Islam  7282 98,57 
2 Budha 5 0,07 
3 Hindu 3 0,04 
4 Khatolik 42 0,56 
5 Kristen 11 0,14 
6 Konghuchu 44 0,59 
Jumlah 7387 100 
Sumber : data penduduk Desa Pegirikan Tahun 2019 
 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Pegirikan memiliki agama yang 
sangat beragam, masyarakatnya didominasi oleh penduduk beragama Islam 
sebanyak 7282 jiwa dan paling sedikit agama Hindu sebanyak 3 jiwa. Dengan 
agama yang berangam, toleransi  antar masyarakat di Desa Pegirikan sangat tinggi.  
3. Penduduk Berdasarkan Pendidikan 
Tabel 4.  4 Penduduk berdasarkan pendidikan 
No Pendidikan Jumlah 
1 Tidak/Belum Sekolah 9 
2 Belum Tamat SD 16 
3 SD 1330 
4 SMP 575 
5 SMA 594 
6 D I/II 10 
7 D III  20 
8 S I / D IV 99 
9 S II 6 
10 S III 0 





Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Desa Pegirikan paling 
banyak yaitu ditingkat sekolah dasar (SD) sejumlah 1330 jiwa dan yang paling 
sedikit di tingkat strata II (SII) dengan jumlah 6 jiwa. 
4. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 
Tabel 4.  5 Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian 
No Mata Pencaharian Jumlah 
1 TNI/Polisi 9 
2 Guru/Dosen 87 
3 Pegawai Negeri Sipil 43 
4 Karyawan Swasta 424 
5 Wiraswasta 1288 
6 Pedangang  420 
7 Buruh Harian Lepas 704 
8 Nelayan 6 
9 Tukang 195 
10 Lainnya  4211 
Sumbern: data penduduk Desaa Pegirikan Tahun 2019 
Dari tabel di atas bisa dilihat penduduk di Desa Pegirikan sebagian besar bermata 
pencaharian sebagai wirausahawan yang berjumlah 1288 jiwa. Tempat kedua 
ditempati buruh harian lepas dengan jumlah 704 jiwa. Dan mata pecaharian  paling 













































A. Kepala Desa  
Tugas Pokok  
i. Melaksanakan pemerintahan Desa berlandaskan peraturan yang 
ditentukan bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa. 
ii. Mengajukan rencana peraturan Desa 
iii. Menentukan peraturan-peraturan yang telah disetujui bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. 
iv. Menyusun dan mengajukan rencana peraturan Desa terkait APDes 
untuk dibahas dan ditetapkan bersama-sama BPD 
v. Menbina kehidupan masyarakat Desa 
vi. Mengordinasikan pembanguanan Desa secara partisipatif 
vii. Mengantikan Desa di dalam dan di luar majelis hukum dan dapat 
memilih agen yang sah untuk menanganinya sesuai dengan undang-
undang dan ; 
viii. Menjalankan tugas lain yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 
B. Sekretaris Desa  
Tugas Pokok 
Mengakomodasi Kepala Desa dalam persiapan dan pelaksanaan pekerjaan 
penyelenggaraan pemerintahan Desa, serta menyiapkan materi pembuatan laporan 







i. Pelaksana kegiatan administrasi dan mempersiapkan materi demi  
terlaksananya tugas Kepala Desa; 
ii. Membantu persiapan pembuatan peraturan Desa; 
iii. Mempersiapkan materi laporan pengelolaan Pemerintah Desa; 
iv. Pengorganisasian pelaksanaan tugas-tugas urusan; 
v. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan pada Kepala Desa. 
C. PELAKSANA TEKNIS BIDANG UMUM DAN TATA USAHA 
Tugas Pokok 
Menunjang Sekretaris Desa untuk mengelola di bidang administrasi, tata 
usaha dan kearsipan. Serta management inventarisasi aset Desa dan 
menyiapkan materi rapat dan laporan.  
Fungsii:  
i. melakasanakan, controling, & pengorganisasian surat masuk dan surat 
keluar dan juga pengelolaan kearsipan; 
ii. melaksanakan pendataan aset Desa; 
iii. Pelaksanaan tata administrasi umum; 
iv. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan penggunaan alat tulis 
kantor seperti pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan kantor;  
v. memanajemen administrasi perangkat Desa; 
vi. Penyiapan materi-materi laporan; 






D. PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEUANGAN  
Tugas Pokok  
Menunjang sekretaris Desa dalam menjalankan tugas manajemen sumber 
penerimaan Desa, manajemen tata keuangan Desa dan menyiapkan materi 
penyususnan APB Desa. 
Fungsi : 
i. Pelakasanaan manajemen tata keuangan Desa; 
ii. mempersiapkan materi penyusunan APB Desa; 
iii. Pelaksana tugas lain yang diserahkan sekretaris Desa. 
E.  PELAKSANA TEKNIS BIDANG PEMERINTAHAN 
Tugas Pokok 
Menunjang Kepala Desa dalam melakukan penyelenggaraan administrasi 
kependudukan, agraria, mendorong kerukunan dan ketertiban dalam 
kelompok masyarakat Desa, menyiapkan materi-materi pembuatan 
peraturan penataan, peraturan dalam pembuatan produk hukum Desa 
Fungsi : 
i. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan; 
ii. Persiapan materi-materi pembuatan rencana peraturan Desa dan 
keputusan Kepala Desa; 
iii. Pelaksanaan kegitan pengelolaan pertanahan; 
iv. Pelaksanaan kegiatan pendataan monografi Desa; 
v. Persiapan bantuan dan menjalankan tugas penataan organisasi 





vi. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang 
berhubungan dengan usaha ketentraman dan ketertiban masyarakat 
serta pertahanan sipil; 
vii. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan kepada Desa. 
F.  PELAKSANA TEKNIS BIDANG KESRA 
Tugas Pokok 
menunjang Kepala Desa dalam merencanakan materi untuk definisi 
pendekatan khusus untuk perputaran keuangan daerah setempat dan potensi 
kota, para eksekutif organisasi peningkatan, dewan administrasi daerah 
setempat dan pengaturan latihan yang diusulkan dan aktualisasi tugas 
bantuan..  
 Fungsi :  
i. Penyiapan bantuan-bantuan analisis dan kajian perkembangan 
ekonomi masyarakat; 
ii. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan; 
iii. Pengelolaan tugas pembantuan; 
iv. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.  
G. PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELAYANAN 
Tugas Pokok 
Menunjang Kepala Desa dalam menjalankan persiapan materi perumusan 
peraturan teknis Penyusunan Program Keagamaan Bazis dan DKM serta 






Fungsi :  
i. Penyiapan materi dan aktualisasi program aktivitas keagamaan; 
ii. Penyiapan serta aktuakisasi program perkembangan keagamaan 
meliputi pengembangan Bazis dan DKM; 
iii. Penyiapan materi dan aktualisasi program pemberdayaan masyarakat 
dan sosial kemsyarakatan; 
iv. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Desa.   
6. Potensi Wilayah  
a. Bidang Ekonomi 
i. Pertanian dan Perternakan  
Pertanian di Desa Pegirikan mayoritas penghasil Padi, Tebu, dan 
Palawija. 
ii. Industri 
Desa Pegirikan mempunyai beberapa industri, dari industri sekali 
kecil/ rumah tangga hingga yan menengah. Berikut beberapa 
industri yang ada di Desa Pegirikan:  
1. pembuatan produk kayu atau mebel; 
2. Industri logam; 
3. Pembuatan busur panah (skala internasional) 
4. Pembuatan tahu dan tempe; dan 
5. Usaha pengasapan ikan  
iii. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 





2. Pengadaan kios untuk pedagang kaki lima 
7. Sarana Prasarana 
i. Lembga Pendidikan 
1. TK/PAUD  : 3 
2. SD/MI  : 4 
3. SMP  : 0 
4. SMA/K : 1 
5. Madrasah  : 4 
6. TPA  : 1 
ii. Tempat Ibadah 
1. Musholla  : 18 
2. Masjid  : 4 
iii. Fasilitas Kesehatan  
1. PUSKESMAS Pembantu  : 1 
2. Rumah Sakit Bersalin  : 1 
iv. Fasilitas Umum 
1. Lapangan Desa   : 1   
2. Lapangan Badminton : 1 
8. PBB Desa Pegirikan Tahun 2020 
 Target    : Rp 119.582.470,- 
 Penerimaan   : Rp 95.665.976,- 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 
bersifat menggambarkan hasil penelitian. Dalam hal ini adalah menggambarkan 
tentang strategi Kepala Desa dalam pencapaian target penerimaan pembayaran 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Pegirikan.  
 Data empiris dalam penelitian ini, diperoleh dari lapangan yaitu berupa hasil 
wawancara yang didapat dari informan/narasumber melalui wawancara secara 
langsung yang sesuai dengan pedoman wawancara. Serta pengumpulan data arsip, 
laporan-laporan, dokumentasi dan data pendukung lainnya. 
 Sebagai penelitian deskriptif kualitatif, penulis tidak melalukan proses 
penelitian informan berdasarkan jumlah informan, akan tetapi berdasarkan 
kedalaman informasinya, yang diperoleh dari narasumber yang  mengetahui 
maupun orang yang secara langsung terlibat dengan permasalahan yang akan 
menjadi bahan penelitian. Supaya tingkat kepercayaan dan kredibilitas dari 
penelitian ini mempunyai nilai kepercayaan bagi pembaca, maka penulis 
menyajikan tentang deskripsi informan yaitu sebgai berikut: 
1. Akhmad Jazuli 
Lahir di Tegal, 37 Tahun yang lalu, alamat Desa Pegirikan RT 03 RW 08 
Kec. Talang Kab.Tegal. Pendidikan terakhir SLTA. Jabatab di Desa 





2. Ahmad Fauzy, S.H.I 
Lahir di Tegal, 38 Tahun yang lalu, alamat Desa Pegirikan RT 32 RW 08 
Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Pendidikan terakhir S1 jurusan Syariah 
di IAIN Yogyakarta. Saat ini menjabat sebagai petugas pemungut pajak 
(KASI Pemerintahan Desa Pegirikan). 
3. Bani Fadilah, S.Pdi 
Lahir di Tegal, 13 Maret 1983, alamat di Desa Pegirikan RT 01 RW 01 
Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. pendidikan terakhir S1 Jurusan 
Tarbiyah di STAI Shalahudin al-ayyubi jakarta. Saat ini menjabat sebagai 
petugas pemungut pajak (KAUR Keuangan Desa Pegirikan). 
4. Nofal Purnomo, S.Pd 
Lahir di Tegal, 39 tahun lalu, alamat di Desa Pegirikan RT 19 RW 05 
Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Pendidikan terakhir S1 fakultas 
Pendidikan di Universitas Pancasila Tegal. Menjabat sebagai petugas 
pemungut pajak (Sekretaris Desa Pegirikan). 
5. Ida Farida  
Lahir di Tegal, 20 Juni 1988, alamat Desa Pegirikan RT 01 RW 01 
Kecamatan Talang kabupaten Tegal. Pendidikan terakhir..... . bekerja 
sebagai ibu rumah tangga yang merupakan masyarakat wajib pajak.  
6. Izah Faizah  
Lahir di Tegal, 18 November 1981, alamat Desa Pegirikan. Pendidikan 






7. Bambang Purworianto 
Lahir di Tegal, 45 tahun lalu, alamat Desa Pegirikan, bekerja sebagai tukang 
kaya/wirausaha yang merupakan masyarakat wajib pajak. 
8. Ardi Iswanto  
Lahir di tegal 38 tahun lalu, alamat Desa Pegirikan, bekerja sebagai 
wirausahawan yang merupakan masyarakat wajib pajak. 
V.1 Hasil Penelitian 
 Hasil penelitian dilapangan mengenai Strategi Kepala Desa dalam 
Pencapaian Target Penerimaan Pembayaraan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa 
Pegirikan. Diperoleh melalui wawancara (interview) dengan informan, observasi 
dan dokumentasi ialah sebagai berikut: 
1. Strategi Kepala Desa dalam pencapaian Target penerimaan pembayaran PBB 
a. Pembagian kelompok/wilayah (Per Kopak)  
Merupakan salah satu strategi, dimana dalam proses pemungutan 
pajaknya, wilayah Desa Pegirikan dibagi menjadi beberapa 
wilayah/kelompok.  
1. Pertanyaan yang diajukan adalah, dalam pelaksanaan strategi 
pembagian kelompok/wilayah (Per Kopak),  seperti apakah tata 
cara pelaksanaannya? 
Menurut bapak Akhmad Jazuli (Kades Pegirikan) pada tanggal 06 
April 2021 mengatakan: 
 “Tata cara pelaksanaan strategi ini yaitu dimulai dengan pembagian SPPT 





atau wilakyah yang telah ditetapkan. Selain membagikan SPPT wajib pajak 
dapat menitipkan pembyaran PBB melalui petugas tersebut.  
  Menurut bapak Ahmad Fauzy, S.H.I (Kasi Pemerintahan/Petugas 
Pajak) pada tanggal 06 April 2021 mengatakan: 
 “SPPT dibagi per petugas (perangkat Desa), untuk disampaikan ke masing-
masing wajib pajak, sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. 
Kemudian wajib pajak diberikan pilihan mau langsung bayar ke BPD Jateng 
atau mau nitip ke petugas pemungut pajak” 
  Menurut  bapak Bani Fadilah, S.PdI (KAUR Keuangan/petugas 
pajak) pada tanggal 06 April 2021 mengatakan: 
 “Petugas membagikan SPPT pada masyarakat wajib pajak, sesuai dengan 
wilayah dimana petugas tersebut ditugaskan. Masing-masing petugas sudah 
ada pembagian wilayahnya sendiri. 
2. Pertanyaan yang diajukan adalah, bagaimana pembagian 
kelompok dilakukan? 
   Menurut bapak Akhmad Jazuli (Kades Pegirikan) pada tanggal 06 
April 2021  mengatakan: 
 “Pembagian kelompok dibuat berdasarkan wilayah dimana petugas 
tersebut tinggal, petugas bertugas di sekitar wilayah tempat tinggalnya 
dengan alasan lebih memudahkan petugas dan wajib pajak itu sendiri. 





  Menurut bapak Ahmad Fauzy, S.H.I (Kasi Pemerintahan/Petugas 
Pajak) pada tanggal 06 April 2021 mengatakan: 
 “Pembagian kelompok dibuat berdasarkan wilayah dimana petugas 
tersebut tinggal. Di Desa Pegirikan sendiri terdiri dari 8 (delapan) RW, 
yang di bagi menjadi 6 (enam) kelompok masing-masing kelompok terdiri 
dri 1 atau 2 RW, setiap kelompok ada satu petugas bertugas.” 
  Menurut  bapak Nofal Purnomo, S.pd (Sekretaris Desa) pada tanggal 
06 April 2021 mengatakan: 
 “Dalam strategi ini kelompok dibagi berdasarkan wilayah terdekat dengan 
tempat tinggal petugas pemungut pajak. Setiap petugas bertanggung jawab 
dengan kelompok masing-masing. Setiap kelompok terdiri dari 1 atau 2 RW. 
Sebagai petugas pemungut pajak saya bertugas di 2(dua) RW yaitu RW 01 
& RW 02.”   
 
3. Pertanyaan yang diajukan adalah, siapa sajakah yang ikut 
membuat strategi ini? 
 Menurut bapak Akhmad Jazuli (Kades Pegirikan) pada tanggal 06 
April 2021 mengatakan: 
“Dalam proses pembuatan strategi ini hanya diikuti oleh kepala Desa dan 
perangakat Desa, dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat.” 
  Menurut bapak Nofal Purnomo, S.pd (Sekretaris Desa)  pada tanggal 
06 April 2021 mengatakan: 





  Menurut  bapak Bani Fadilah, S.PdI (KAUR Keuangan/petugas 
pajak) pada tanggal 06 April 2021 mengatakan: 
“dalam pembuatan strategi ini kepala Desa berkoordinasi dengan 
perangkat Desa yang juga bertugas sebagai pemungut pajak, dengan 
memperhatikan kondisi masyarakat yang kurang taat dalam membayar 
PBB. ”   
 
b. Bukti lunas pembayaran PBB sebagai persyaratan dalam pengurusan 
surat-surat di kantor balai Desa. 
Dalam strategi ini mewajibkan masyarakat/wajib pajak Desa 
Pegirikan melunasi pembayaran PBB jika akan mengurus atau membuat 
surat-surat melalui kantor Desa seperti, Akta Kelahiran, pembuatan KTP, 
SKTM dan surat keterangan lainnya. 
1. Pertanyaan yang diajukan adalah, seperti apakah proses 
pemberitahuan informasi mengenai strategi ini kepada 
masyarakat? 
   Menurut  bapak Bani Fadilah, S.PdI (KAUR Keuangan/petugas 
pajak) pada tanggal 06 April 2021 mengatakan: 
  “Pemberitahuan informasi mengenai strategi ini yaitu dengan cara 
menempelkan selebaran pada papan pengumuman dan pintu masuk di 





   Menurut  bapak Ahmad Fauzy, S.H.I (Kasi Pemerintahan/Petugas 
Pajak)  (KAUR Keuangan/petugas pajak) pada tanggal 06 April 2021 
mengatakan: 
  “Pemberitahuan informasi tentang bukti lunas PBB sebagai syarat 
penggurusan surat-surat di kantor Desa, yaitu melalui selebaran yang 
ditempel di papan pengumuman, pintu masuk di kantor kepala Desa dan 
di acara pertemuan warga seperti arisan.”  
   Menurut  bapak Nofal Purnomo, S.pd (Sekretaris Desa)  pada 
tanggal 06 April 2021 mengatakan: 
  “Informasi mengenai strategi ini yaitu dengan cara menempelkan 
selebaran di pintu masuk di kantor kepala Desa.”  
2. Pertanyaan yang diajukan adalah, bagaimana respon masyarakat 
terhadap strategi yang bersifat memaksa ini? 
Menurut ibu Ida Farida sebagai masyarakat wajib pajak, pada 
tanggal 07 April 2021 mengatakan: 
“menurut saya aturan ini membebani masyarakat, dan informasi yang ada 
masih kurang, biasanya di tempel di papan pengumuman yang ada di kantor 
Desa dan saat para petugas membagikan SPPT pada masyarakat”. 
Menurut bapak Bambang Purworianto sebagai masyarakat wajib 





“Saya tidak masalah dengan persyaratan ini, namu informasi maupun 
himbauan bukti lunas PBB sebagai syarat pengurusan surat masih kurang 
sehingga beberapa masyarakat tidak tahu”. 
Menurut Ibu Izah Faizah sebagai masyarakat wajib pajak, pada 
tanggal 07 April 2021 mengatakan : 
“Sebenarnya saya tidak masalah dengan pesyaratan ini. Hanya saja 
kurangnya himbauan tentang persyaratan ini membuat proses pengurusan 
surat-surat lebih lama bagi yang belum membayar, karena masyarakat 
kadang tidak membawa uang lebih saat mengurus surat”.  
3. Bagaimana jika masyarakat/wajib pajak belum bisa melunasi PBB, 
dan memerlukan misalnya surat- surat hari itu juga, seperti apa 
solusinya ? 
Menurut  bapak Nofal Purnomo, S.pd (Sekretaris Desa)  pada tanggal 
06 April 2021 mengatakan: 
  “Ketika ada masyarakat mengurus administrasi di Desa Pegirikan, ketika 
ada masyarakat yang belum mampu membayar PBB. Desa memberikan despensasi 
waktu pembayaran dalam 1-2 minggu atau 1 bulan untuk membayar, dan tetap di 
layani pengurusan suratnya.” 
  Menurut  bapak Ahmad Fauzy, S.H.I (Kasi Pemerintahan/Petugas Pajak)  
pada tanggal 06 April 2021 mengatakan: 
 “Jika ada masyarakat yang mau mengurus administrasi di Desa Pegirikan, 





pembayaran dalam 2 minggu atau 1 bulan untuk membayar, dan tetap di layani 
pengurusan administrasinya.” 
  Menurut  bapak Bani Fadilah, S.PdI (KAUR Keuangan/petugas pajak) pada 
tanggal 06 April 2021 mengatakan: 
 “Ketika ada masyarakat mengurus administrasi di Desa, Desa Pegirikan 
menerapkan aturan salah satunya dengan tanda lunas PBB. Ketika ada masyarakat 
tertentu yang belum lunas PBBnya sedangkan warga tersebut membutuhkan surat 
keterangan, contohnya SKTM pemerintah Desa memberikan despensasi waktu 
pembayaran dalam 1-2 minggu atau 1 bulan untuk membayar, dan tetapi 
pelayanan tetap diberikan pada masyarakat tersebut.” 
4. Siapa saja yang ikut dalam membuat peraturan Bukti lunas PBB 
sebagai persyaratan pengurusan surat –surat ? 
Menurut bapak Akhmad Jazuli (Kades Pegirikan) pada tanggal 06 April 
2021 mengatakan   
“Peraturan ini dibuat dalam musyawarah Desa yang dihadiri Kepala Desa, 
perangkat Desa, ketua RW, ketua RT, BPD dan tokoh masyarakat.” 
 Menurut  bapak Bani Fadilah, S.PdI (KAUR Keuangan/petugas pajak) pada 
tanggal 06 April 2021 mengatakan: 
“Untuk aturan bahwa pengurusan surat keterangan di balai Desa pegirikan terkait 





Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat Desa, ketua RW & RT, BPD serta 
tokoh masyarakat.” 
 Menurut  bapak Nofal Purnomo, S.pd (Sekretaris Desa)  pada tanggal 06 
April 2021 mengatakan: 
“peraturan ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama pada acara musyawarah 
Desa yang diikuti Kepala Desa, perangkat Desa, ketua RW, ketua RT, BPD dan 
tokoh masyarakat.” 
c. Adanya undian berhadiah bagi warga yang tepat waktu dalam membayar 
PBB 
Strategi ini dilaksanakan setiap tahun yang bertepatan dengan acara 
peringatan HUT RI, dalam kegiatan sepeda atau jalan santai yang 
diadakan dikantor Desa Pegirikan.  
1. Pertanyaan yang diajukan adalah, siapakah yang mengusulkan 
startegi ini? 
 Menurut  bapak Nofal Purnomo, S.pd (Sekretaris Desa)  pada 
tanggal 06 April 2021 mengatakan: 
 “strategi undian berhadiah merupakan ide dari kepala Desa Pegirikan, 
dengan adanya strategi ini diharapakan meningkatkan minat masyarakat 
sebagai wajib pajak dalam membayar PBB.”  
 Menurut  bapak Bani Fadilah, S.PdI (KAUR Keuangan/petugas pajak) pada 
tanggal 06 April 2021 mengatakan: 





   Menurut  bapak Ahmad Fauzy, S.H.I (Kasi Pemerintahan/Petugas 
Pajak) pada tanggal 06 April 2021 mengatakan: 
  “pengadaan undian hadiah diusulkan oleh kepala Desa Pegirikan, dalam 
upaya meningkatkan penerimaan pembayaran PBB.”  
2. Pertanyaan yang diajukan adalah, sudah berapa lama strategi ini 
berjalan? 
   Menurut  bapak Bani Fadilah, S.PdI (KAUR Keuangan/petugas 
pajak) pada tanggal 06 April 2021 mengatakan: 
  “Sejak bergantinya Kepala Desa, strategi ini sudah berjalan selama 2 (dua) 
tahun.”  
   Menurut  bapak Nofal Purnomo, S.pd (Sekretaris Desa)  pada 
tanggal 06 April 2021 mengatakan: 
  “Undian berhadiah bagi lunas PBB sudah berjalan selama 2 (dua) tahun, 
sejak bapak Jazuli menjadi kepala Desa”. 
   Menurut  bapak Ahmad Fauzy, S.H.I (Kasi Pemerintahan/Petugas 
Pajak)  pada tanggal 06 April 2021 mengatakan: 
  “strategi ini sudah berjalan selama 2 tahun yaitu mulai tahun 2019”. 
3. Pertanyaan yang diajukan adalah, bagaimanakah respon 





  Menurut  bapak Bani Fadilah, S.PdI (KAUR Keuangan/petugas 
pajak) pada tanggal 06 April 2021 mengatakan: 
“Respon dari masyarakat sangat positif, dengan adanya strategi ini minat 
masyarakat untuk membayar PBB meningkat.”  
  Menurut bapak Akhmad Jazuli (Kades Pegirikan) pada tanggal 06 
April 2021 mengatakan: 
“Respon masyarakat sangat baik dengan adanya undian berhadiah, 
masyarakat bersemangat dalam membayar PBB dengan harapan 
memperoleh hadiah-hadiah yang cukup menarik.” 
   Menurut  bapak Ahmad Fauzy, S.H.I (Kasi Pemerintahan/Petugas 
Pajak) pada tanggal 06 April 2021 mengatakan: 
“semenjak adanya strategi ini pembayaran PBB di Desa Pegirikan 
meningkat. Masyarakat semangat untuk membayar karena berharap dapat 
menang undian”. 
d. Petugas pemungut pajak langsung mendatangi wajib pajak (door to door) 
. Pelaksanaan strategi ini yaitu dengan adanya petugas yang me 
mungut pajak dari rumah ke rumah. Biasanya dibarengi dengan 
berjalannya strategi yang lainnya yaitu pembagian kelompok (per kopak). 






   Menurut bapak Akhmad Jazuli (Kades Pegirikan) pada tanggal 06 
April 2021 mengatakan: 
  “pada pelaksanaannya strategi ini berkaitan dengan strategi perkopak, 
strategi ini sudah ada sebelum adanya perkopak. Dalam strategi ini petugas 
pajak membagikan SPPT pada wajib pajak satu persatu, saat kegiatan 
pembagian SPPT ini, wajib pajak dapat menitipkan pembayaran PBB pada 
petugas, sehingga masyarakat wajib pajak tidak perlu datang ke bank jateng 
atau kantor Desa”. 
    Menurut  bapak Ahmad Fauzy, S.H.I (Kasi Pemerintahan/Petugas 
Pajak) pada tanggal 06 April 2021 mengatakan: 
 “pelaksanaanya yaitu petugas membagiakan SPPT pada wajib pajak sekaligus 
memungut pembayaran PBB pada masing-masing wajib pajak dengan mendatangi 
rumah wajib pajak satu per satu”. 
   Menurut  bapak Bani Fadilah, S.PdI (KAUR Keuangan/petugas 
pajak) pada tanggal 06 April 2021 mengatakan: 
 “petugas memungut PBB dengan mendatangi rumah wajib pajak secara 
langsung”. 
2. Pertanyaan yang diajukan adalah, apa saja hambatan/kendala yang 
dialami petugas dalam pelaksanaan strategi ini? 
   Menurut  bapak Ahmad Fauzy, S.H.I (Kasi Pemerintahan/Petugas 





 “hambatan yang saya alami dalam melaksanakan tugas ini yaitu; nama yang 
tertera dalam SPPT tidak sesuai dengan penghuni/pemilik baru 
rumah/bangunan kena pajak, sehingga saya kadang kebingungan saat 
bertugas”. 
    Menurut  bapak Bani Fadilah, S.PdI (KAUR Keuangan/petugas 
pajak) pada tanggal 06 April 2021 mengatakan: 
“ada beberapa hamabatan yang dialami petugas dalam pelaksanaan strategi 
ini seperti, tidak adanya wajib pajak saat didatangi petugas, alamat pada 
SPPT masih menggunakan alamat lama yang sekarang sudah berubah nama, 
kurang pahamnya petugas dengan nama-nama yang ada pada SPPT karena 
bebarpa SPPT masih menggunakan nama pemilik lama atau nama orang tua. 
Selain itu banyaknya warga pendatang yang menghuni bangunan/rumah 
dengan mengontrak, dan pemilik bangunan/rumah di Desa Pegirikan tapi 
bukan warga pegirikan”. 
   Menurut  bapak Nofal Purnomo, S.pd (Sekretaris Desa)  pada 
tanggal 06 April 2021 mengatakan: 
  “ada berbagai kendala yang kami hadapi sebagai petugas pemungut pajak 
seperti: kurangnya pemahaman masyarakat tentang wajib pajak sehingga saat 
didatangi petugas pajak, masyarakat masih tidak mau untuk membayar pajak 
dengan beberapa alasan. banyaknya warga non Pegirikan yang memiliki 





orang tua/kakek nenek warga maupun nama pemilik sebelumnya dan tidak 
adanya masyarakat saat dilakukan pemungutan”. 
3. Pertanyaan yang diajukan adalah dalam pelaksanaan strategi 
pencapaian target PBB, apakah strategi yang digunakan dalam 
pemugutan pajak sudah sesuai dengan kebutuhan dan 
mempermudah masyarakat ?   
Menurut bapak Ardi Iswanto sebagai masyarakat wajib pajak, 
pada tanggal 07 April 2021 mengatakan: 
“ Tentu saja, dengan adanya strategi tersebut saya tidak perlu 
ribet-ribet mengantri di Bank Jateng, jadi lebih praktis”. 
Menurut Ibu Ida Farida sebagai masyarakat wajib pajak, pada 
tanggal 07 April mengatakan: 
“iya, dengan adanya strategi pemungutan pajak door to door 
sangat mempermudah masyarakat, kami tidak lagi malas untuk 
membayar Pajak Bumi dan Bangunan”. 
Menurut bapak Bambang Purworianto sebagai masyarakat wajib 
pajak, pada tanggal 07 April 2021 mengatakan: 
“dengan adanya strategi-strategi tersebut tentu saja sangat 
memudahkan masyarakat dalam membayar PBB. Apalagi dengan ada 






Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan beberapa 
narasumber, dapat disimpulkan bahwa strategi-strategi yang ada sudah 
mempermudah dan meningkatkan minat masyarakat dalam membayar 
Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu adanya dispensasi pada peratuaran 
bukti lunas PBB sebagai syarat pengurusan surat juga sudah tepat, 
sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dengan adanya aturan 
tersebut. 
Dari keseluruhan interview/wawancara dengan beberapa 
narasumber, dapat kita disimpulkan bahwa strategi Kepala Desa dalam 
pencapaian target penrimaan pembayaran Pajak bumi dan bangunan di 
Desa Pegirikan berjalan dengan baik, dapat dilihat dari meningkatnya 
target pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya. Di tahun 
2020 bahkan penrimaan pajak mencapai 80% dari target yang ditentukan.  
Namun kurangnya informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
menyebabkan ketidak tahuan tentang apa itu PBB dan manfaat dari 
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu perlu adanya 
sosialisasi dan papan informasi dilingkungan Desa Pegirikan untuk 
menambah pengetahuan masyarakat mengenai Pajak Bumi dan 
Bangunan. Serta perlu adanya pembaruan data pada SPPT, tidak 
sesuainya data pada SPPT, nama/alamat yang tertera pada SPPT berbeda 
dengan keadaan sekarang, sehingga menjadi kendala saat membagikan 






 Merujuk dari hasil penelitian, berikut pembahasan yang dapat dilakukan 
berdasarkan indikator yang sudah ada: 
1. Strategi Kepala Desa dalam pencapaian target penerimaan pembayaran PBB 
Strategi Kepala Desa dalam pencapaian target penrimaan pembayaran PBB, 
dalam penelitian ini Kepala Desa mengunakan beberapa strategi, yang 
terdiri dari  pembagian kelompok (per Kopak), bukti lunas PBB sebagai 
syarat pengurusan surat, adanya udian berhadiah bagi warga lunas PBB, 
pemungutan pajak secara langsung (door to door). Dari keempat strategi 
tesebut dalam pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan di Desa 
Pegirikan Tahun 2020, sudah berhasil dalam meningkatkan target 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan hingga 80% dari target yang telah 
ditetapkan. 
2. Studi Dokumen 
Untuk menemukan hasil penelitian yang valid, tentunya diperlukan data 
sekunder dalam penelitian ini. Pada penelitian ini data sekunder di diperoleh 
dari dokumen Desa Pegirikan berupa tabel penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Desa Pegirikan Tahun 2020 dan tabel petugas pemungutan PBB per 
Kopak/Wilayah. Dimana dalam tabel tertera selama beberapa tahun terakhir 
adanya peningkatan penrimaan pajak dari tahun ketahun, di tahun 2020 
penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan bangunan mencapai 80% dari target 
telah yang ditetapkan. Selain itu pada tabel petugas tertera pembagian wilayah 





Artinya dalam proses pelakasanaan strategi-strategi Kepala Desa telah berjalan 
dengan baik dengan adanya pembagian wilayah yang jelas maka target 
penerimaan pajak dapat dicapai dengan baik. Berikut tabel penerimaan pajak 
4(empat) tahun terakhir dan tabel petugas pemungut pajak 
Tabel 5. 1 Penerimaan PBB di Desa Pegirikan Tahun 2017 – 2020 
No TAHUN PAGU REALISASI  PERSEN 
1 2017 76,559,865 32,576,489 42.6 
2 2018 80,045,882 55,487,963 69.3 
3 2019 89,350,905 63,785,421 71.3 
4 2020 119,582,470 95,665,976 80 
 
Tabel 5. 2 Petugas pemungutan PBB 
 
 
PETUGAS PEMUNGUTAN PBB 
PER KOPAK / WILAYAH 
No Nama  Wilayah 
1 BANI FADILAH, S.PdI RW 01 & RW 02 
2 SAPUAN ALIMIN RW 03 
3 DWI WAHYONO RW 04 
4 MUZAENI RW 05 
5 NOFAL PURNOMO, S.Pd RW 06 





Dua tabel diatas menunjukkann bahwa dengan adanya strategi-strategi 
tersebut, terutama dalam pembagian tugas pemungutan perwilayah sangat 
mempengaruhi penerimaan pembayaran PBB terlihat dari 2(dua) tahun terakhir, 
pada tahun 2019 penerimaan pembayarn Pajak Bumi dan bangunan mencapai 
71,3% dan tahun 2020 penerimaan pembayaran PBB mencapai 80% dari terget 
yang telah ditetapkan. Dengan hal ini strategi Kepala Desa dalam pencapaian target 


















1. Strategi Kepala Desa dalam pencapaian target penerimaan pembayaran 
PBB  
Dalam upaya pencapaian target penerimaan PBB Kepala Desa 
menggunakan 4 (empat) macam strategi yaitu; pembagian kelompok (per 
Kopak), bukti lunas PBB sebagai syarat pengurusan surat, adanya undian 
berhadiah bagi warga lunas PBB, dan pemungutan secara langsung (door 
to door). Dari keempat strategi diatas kepala Desa berhasil meningkatkan 
minat masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, 
penerimaan pajak 2 tahun terakhir meningkat hingga 80% dari target yang 
ditetapkan, sejak berjalannya strategi – strategi tersebut.  
2. Hambatan yang dialami Kepala Desa dalam proses Pencapaian target 
penerimaan PBB di Desa Pegirikan antara lain: 
a. Data dalam SPPT masih mengunakan data lama sehingga 
petugas kesulitan dalam pemungutan pajak 
b. Pemilik bangunan (wajib pajak) bukan warga Desa Pegirikan 
c. Penghuni bangunan bukan pemilik bangunan(wajib pajak) 
VI.2 Saran  
1. Perlu ditingkatkannya pemberian informasi mengenai pembayaran PBB 
bagi masyarakat, seperti diadakan sosialisasi, pemasangan selebaran di 





2. Untuk kelancaran pemungutan secara langsung (door to door) sebaikannya 
dilakukan pembaruan data wajib pajak pada lembar SPPT, sehingga 























Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta:ANDI 
Rachmat. (2014). Manajemen Strategik. Bandung:  CV PUSTAKA SETIA 
Solihin, Ismail. (2012). Manajemen Strategik.  Bandung: ERLANGGA 
Taufiqurokhman. (2016). Manajemen Strategik. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama 
Syafiie, Inu Kencana. (2014). Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT Bumi Aksara 
Robbins, Stephen. (1994). Organization Theory: Structure, Design And Application 
(Teori Organisasi:Struktur,Desain & Aplikasi, terjemahan). Jakarta: Arcan  
Seokanto, Seorjono. (2016). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada 
Fahmi, Irham. (2018). Manjemen Kinerja:Teori dan Aplikasi, Bandung: 
ALFABETA  
 Mangkunegara. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung:PT. Remaja 
Rosdakarya. 
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: 
ALFABETA. 






Profil Desa Pegirikan, Kecamatan Talang Kabupaten Tegal 
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Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan 
keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
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Lampiran 1: Pedoman Wawancara 
PEDOMAN WAWANCARA 
(Interview Guide) 
A. Identitas Informan dan Responden 
Nama  : 
Umur  : 
Pendidikan : 
Pekerjaan : 
Alamat  : 
B. STRATEGI KEPALA DESA DALAM PENCAPAIAN TARGET 
PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
(PBB) DI DESA PEGIRIKAN TAHUN 2020 
 Pembagian kelompok/wilayah (Per Kopak) 
a) Dalam pelaksanaan strategi pembagian kelompok/wilayah (Per 
Kopak),  seperti apakah tata cara pelaksanaannya? 
b) Bagaimana pembagian kelompok dilakukan? 
c) siapa sajakah yang ikut membuat strategi ini? 
 Bukti lunas pembayaran PBB sebagai persyaratan dalam pengurusan 
surat-surat di kantor balai Desa. 
a) Seperti apakah proses pemberitahuan informasi mengenai strategi 





b) Bagaimana respon masyarakat terhadap strategi yang bersifat 
memaksa ini? 
c) Bagaimana jika masyarakat/wajib pajak belum bisa melunasi PBB, 
dan memerlukan misalnya surat- surat hari itu juga, seperti apa 
solusinya ? 
d) Siapa saja yang ikut dalam membuat peraturan Bukti lunas PBB 
sebagai persyaratan pengurusan surat –surat ? 
 Adanya undian berhadiah bagi warga yang tepat waktu dalam 
membayar PBB 
a) Siapakah yang mengusulkan startegi ini? 
b) Sudah berapa lama strategi ini berjalan? 
c) Bagaimanakah respon masyarakat terhadap strategi ini? 
 Petugas pemungut pajak langsung mendatangi wajib pajak (door to 
door) 
a) Seperti apakah tata cara pelaksanaannya? 
b) Apa saja hambatan/kendala yang dialami petugas dalam 
pelaksanaan strategi ini? 
c) Apakah strategi yang digunakan dalam pemugutan pajak sudah 












































Lampiran 4: Dokumentasi 

























































































 Lampiran 7:Hasil Scan Similarity
 
 
